PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI Banten TAHUN 2025-2045

JADWAL DAN TAHAPAN

Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun . jLehun 202
2025-2045 Substansi/Keterangan Pelaksana Dasar/Acuan Ket
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 Persiapan Penyusunan RPJPD Provinsi
" Banten Tahun 2025-2045
Pembentukan Tim Penyusun Menyusun Tim Penyusun RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan Bappeda, Tim Pasal17
1. RPJPD Provinsi Banten Tahun Keputusan Gubernur Banten Penyusun Permendagri ml
2025-2045 P - v No.86/2017
Menyiapkan peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman Lampiran B.1.2
X . teknis  terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; Bappeda, Tim Pasal 17
2 Orientasi mengenai RPJPD Menyiapkan buku literatur tentang perencanaan pembangunan dan Penyusun, Tim KLHS | Permendagri EZ
penganggaran daerah No.86/2017
- Penyusunan agenda kerja dokumen RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 Lampiran. B.1.3,
Penyusunan Agenda Kerja Tim N N N T
o (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan jangka waktu Bappeda, Tim Pasal 17
3. Penyusun RPJPD Provinsi Banten i - ! X m2
Tahun 2025-2045 penetapan RPJPD paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode Penyusun, Tim KLHS | Permendagri
sebelumnya berakhir. No.86/2017
Penyiapan Data dan Informasi Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda, Tim Pasal 17
4. Perencanaan Pembangunan Pengolahan Data Dan Informasi dan Penelaahan Hasil Evaluasi RPIPD. pen uzpn T;mIKLHS Permendagri m2-m4
Daerah berdasarkan SIPD Penyempurnaan Background Study RPJPD, yusun, No.86/2017
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
z Provinsi Banten Tahun 2025-2045
Penyusunan rancangan awal RPJPD paling lambat 1 t(satu) tahun sebelum
RPJPD periode sebelumnya berakhir;
Persiapan konsep ranwal RPJPD . -
5. Provinsi Banten 2025-2045 1. Penyempurnaan Background Studi RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 ml-m4
2. Penyusunan rancangan awal RPJPD, mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
b. analisis permasalahan pembangunan daerah; Pasal 19
c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnva; Permendagri
d. analisis isu strategis pembangunan jangka paniang; No.86/2017
P danp e. perumusan visi dan misi daerah; B da, Ti
enyusunan dan erumusan. . f. perumusan arah kebiiakan dan sasaran pokok daerah: dan appe a[ m
6. Rancangan Awal RPJPD Provinsi . KLHS, Penyusun, Tim KLHS ml-m4 ml-m4
Banten Tahun 2025-2045 3. Hasil perumusan rancangan awal RPIPD disajikan dengan sistematika pasal 20
DaHnEdSe:iklit memuat: Permendagri
a. pendahuluan;
No.86/2017
b. gambaran umum kondisi daerah 4
c. permasalahan dan isu srategis Daerah;
d. visi, misi daerah
e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
f. penutup.
pembahasan Bersama Ranwal Pemb.ahas.an ranwal bersama PD.untuk memperoleh masukan dan saran Bappeda, Tim pasal 21
y sesuai Tusi PD, rancangan awal dirumuskan dalam BA Kesepakatan .
7. antara Tim Penyusun dengan Penyusun dan Permendagri No. mi-m4 | mi-ma | mi-ma
Bappeda dan Kepala PD daan penyempurnaan ranwal berdasarkan BA
Perangakat Daerah Perangkat Daerah  |86/17
Kesepakatan
1. Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan
melalui forum kons.ultasi publik; . Bappeda, Bappeda
Forum Kosultasi Publik RPIPD 2. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan Kab/Kota, Tim pasal 22
8. me Denver.nnurnaan rancar!s{an avt/a\.RP.JPD, ) Penyusun, dan Permendagri mi-ma
Provinsi Banten Tahun 2025-2045 3. Hasil konsultasi publik provinsi dirumuskan dalam berita acara
! . er Pemangku No.86/2017
kesepakatan yang ditandatangani oleh Bappeda Provinsi, BAPPEDA Kepentingan
kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap unsur yang
mewakili pemangku kepentingan;
4. Rancangan awal RPJPD disempurnakan berdasarkan berita acara
kesepakatan FKP;
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Tahun 2024
Tah: Py RPJPD Provinsi B: Tah
ahapan enyusunar;ozsl ZM:‘""SI anten Tahun Substansi/Keterangan Pelaksana Dasar/Acuan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
. 1. Pengajuan rancangan awal RPJPD untuk dikonsultasikan melalui Dirjen
Pengajuan Rancangan Awal Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan terhadap ranwal pasal 23
10. RPJPD Provinsi Banten Tahun RPIPD; Bappeda dan Tim Permendagri B0
ﬁ::;:g“ oleh Gubernur kepada Penyusun No.86/2017
1. Konsultasi dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi melibatkan Perangkat
Daerah Bappeda, Perangkat
Konsultasi dan Koordinasi Ranwal 2. Dilaksanakan setelah dokumfm dl.tenma secara Iengkapterd.\rl atas: Daerah, Bina Baqua pasal 26
Lo a. Surat permohonan konsultasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Kemendagri, Tim .
11. RPJPD Provinsi Banten Tahun . N N Permendagri mi1-m2
2025-2045 Dirjen Bina Bangda Penyusun dan Tim No.86/2017
b. Rancangan awal RPJPD Provinsi Pengendalian dan :
c. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan Evaluasi
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi
Menerima saran penyempurnaan . N N . N Pasal 28
. Di Bina Bangd ki Di B B
Banten Tahun 2025-2045 P €1l BIPPECR INo.86/2017
3 Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi
. Banten Tahun 2025-2045
Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD Provinsi Banten 2025-|
2045 menjadi rancangan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 berdasarkan
Penyempurnaan Rancangan Awal hasil saran dan masukan konsultasi dengan Bina Bangda ;
RPJPD Provinsi Banten Tahun o . . ) } Pasal 29
13. 2025-2045 menjadi rancangan Rancar;gahn Id\5a|.|l<an paling sedikit dengan sistematika Bapzz:audsir:'ﬂm Permendagri m3
RPJPD Provinsi Banten Tahun a. pendahuluan; = V! No.86/2017
2025-2045 b. gambaran umum kondisi daerah
c. permasalahan dan isu srategis Daerah;
d. visi, misi daerah
e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
f. penutup.
|Musrenbang RPJPD Provinsi Banten Tahun
ki 2025-2045
Pengajuan rancangan dan BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD Provinsi Banten 2025-2045 kepada Bappeda dan Tim Pasal 30
14. Persetujuan Musrenbang RPJPD  Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh Pe:pusun Permendagri ma4
Provinsi Banten Tahun 2025-2045 persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJPD; i No.86/2017
1. Musrenbang RPJPD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, Pasal 31
16. klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, mis, arah kebijakan dan sasaran Permendagri
pokok yang telah dirumuskan dalam rancangan RPJPD; No.86/2017
2. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Baspeda, Bappeda
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD  penyusunan ranwal RPJPD; Kab/Kota, Tim
PO Penyusun, OPD dan m3-m4
Provinsi Banten Tahun 2025-2045 3 pimpinan DPRD, Pejabat kementerian tingkat pusat atau unsur lain Pemangku
terkait dapat diundang Kepentingan
Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan Pasal 32
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang Permendagri
menghadiri Musrenbang RPJPD; No.86/2017




Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Eb Provinsi Banten Tahun 2025-2045
1. Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan
rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD;
2. Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika:
Perumusan Rancangan Akhir Banpeda dan Tim Pasal 33
17. |RPIPD Provinsi Banten Tahun ~ a- Pendahuluan; PP Permendagri m1-ma
2025-2045 b. gambaran umum kondisi daerah Penyusun No.86/2017
c. permasalahan dan isu srategis Daerah;
d. visi, misi daerah
e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
f. penutup.
Raperda RPJPD Provinsi
[ Banten Tahun 2025-2045 kepada DPRD
Penyampaian Raperda RPJPD 1. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Bappeda, Tim pasal 34
Provinsi Banten Tahun 2025-2045 Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah Penyusun dan Biro Permendagri m1
oleh Bappeda ke Sekda melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum; Hukum No.86/2017
18.
2. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang
i hukum untuk penghar i
dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
1. Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum
mer i hasil penghar isasian, dan
Penyampaian Raperda RPJPD rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan |Bappeda, Tim Pasal 35
19. Provinsi Banten Tahun 2025-2045 pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD; Penyusun dan Biro Permendagri ml-m2
leh B: da ke Kepala D h Huk No.86/2017
oleh Bappeda ke Kepala Daera 2. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan ukum 0.86/.
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf
persetujuan kepada Kepala Daerah;
P R da RPJPD Pasal 35
Em?p?ran aperca Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang akan disampaikan| Bappeda dan Tim asa .
2. Provinsi Banten Tahun 2025-2045 kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah; Penyusun Permendagri LG
ke Kepala Daerah P  cipap: P P P g Y No.86/2017
Penyempurnaan Raperda RPJPD pasal 36
”n Provinsi Banten Tahun 2025-2045 Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD berdasarkan BappedadanTim |- " =
* |hasil pemaparan kepada Kepala  masukan dari Kepala Daerah. Penyusun €
No.86/2017
Daerah
1. i PJPD DPRD ibah:
Penyampaian Raperda RPJPD Gubernur menyampaikan Raperda RPJPD kepada DPRD untuk dibahas pasal 36
A dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Bappeda dan Tim .
22. Provinsi Banten Tahun 2025-2045 Permendagri ml-m2
oleh Gubernur kepada DPRD terhadap Ranperda RPJPD Penyusun No.86/2017
P 2. Ranperda terdiri dari Raperda dan Rancangan Akhir RPJPD :
Penelaahan atas penyusunan dokumen RPJPD untuk memberikan
Review APIP terhadap rancangan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJPD telah disusun Bappeda, Tim i No.
23. akhir RPJPD Provinsi Banten berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Sebagai upaya y dan ;72018 . m3-m4
Tahun 2025-2045 Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen RPJPD yang berkualitas dalam Inspektorat
rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
Persetujuan Bersama Raperda RPJPD
6. Provinsi Banten Tahun 2025-2045 DPRD
dan Gubernur
Pembabh: R da RPJPD Pasal 37
em_ 2 . asan Raperda Pembahasan Raperda RPJPD Provinsi Banten Tahun 2025-2045 bersama Bappeda, Tim asa .
24. Provinsi Banten Tahun 2025-2045 DPRD, menyesuaikan dengan jadwal Bamus DPRD. Penyusun dan DPRD Permendagri m3-m4 ml-m4 |mi-m2
bersama DPRD » meny gan | - v No.86/2017
. Persetujuan bersama hasil pembahasan raperda antara Gubernur dan DPRD| . Pasal 37
Persetujuan bersama Raperda Bappeda, Tim .
25. RPIPD terhadap ranperda tentang RPJPD. Penyusun, DPRD Permendagri ml-m2
yusun, No.86/2017
Gubernur menyempurnakan  Gubernur menyempurnakan Raperda RPIPD berdasarkan persetujuan Pasal 37
- ranperda tentang RPLPD bersama antara Gubernur dan DPRD pemer Permendagri m3md - [mi-md
P e No.86/2017
Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat diambil
keputusan bersama, maka renperda tersebut dianggap telah memperoleh
persetujuan bersama DPRD
Bappeda dan Tim Pasal 37
27. Bappeda menyampaikan Raperda RPJPD untuk dievaluasi oleh Menteri Penyusun, Dirjen Bina |Permendagri m1-m4
Bangda Kemendagri  |No.86/2017
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) Tahun 2025
Tahapan Penetapan RPJPD Provinsi Banten Tahun Substansi/Keterangan Pelaksana Dasar/Acuan :
2025-2045 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des.
Penetapan Perda RPJPD Provinsi Banten
k4 Tahun 2025-2045
1. Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah
Provinsi tentang RPIPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah
b d; kil sub dilantik. Pasal 38
Penetapan Perda RPIPD Provinsi  *~ o oo WAk Eubemnur aiantt Bappeda, Tim a5 38
28. Permendagri mi
Banten Tahun 2025-2045 £. ApdDIId PENYEIENEEATd FEINENTNNdN UdErdil UudK Menetdprdn Penyusun dan DPRD No.86/2017

Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
anggota DPRD dan gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan




